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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara

Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut,

antara pihak-pihak :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PETANI,
tempat kediaman di Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur
dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya atas nama
CANDRA HADI KUSUMA, S.H., ILHAM BACHTIAR, S.H.,
IMAM ADI SANJAYA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara,
beralamat di Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang, dengan ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat e-mail:
candrahadikusuma86@gmail.com berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 02 Desember 2024, yang terdaftar dalam
register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor:
5251/Kuasa/12/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 16 Desember
2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
MENGURUS RUMAH TANGGA, tempat kediaman di
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur , selanjutnya disebut
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
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Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
16 Desember 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor 6477/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-
hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang
melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 April 2012 dan dicatat oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 0277/081/IV/2012 tertanggal 30 April 2012;
2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon
bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Malang lebih kurang
selama 11 tahun 11 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri
(ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
ANAK I, NIK: 3507072303140002, Laki-laki Lahir di Malang, 23 Maret
2014, umur 10 tahun dan ANAK I, NIK: 3507073008190003, Laki-laki Lahir
di Malang, 30 Agustus 2019, Umur 5 tahun;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-
baik saja, namun sejak sekitar bulan April tahun 2021 antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus
menerus disebabkan karena:
a. Termohon sering merasa kurang perihal uang nafkah yang
Pemohon berikan padahal Pemohon sudah berusaha untuk mencukupi
kebutuhan rumah tangganya namun Termohon sering menuntut uang
nafkah diluar kemampuan Pemohon;
b. Termohon bersikap berani kepada Pemohon, apabila dinasehati
perihal kebaikan dalam membina rumah tangga Termohon sering
membantah tanpa menghiraukan nasehat Pemohon;
C. Termohon kurang memiliki rasa Syukur dimana ia sering
membanding-bandingkan kehidupannya dengan orang lain;
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d. Termohon kurang perhatian kepada Pemohon, yakni ia lebih

mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangganya;
e. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Termohon
sering berkata-kata yang menyakitkan hati Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret
tahun 2024, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah
saudara Pemohon di Kabupaten Malang kurang lebih selama 9 bulan, dan
selama itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin lagi;
5. Bahwa pihak dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah
pernah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan
Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas tujuan dari pernikahan tidak
tercapai, Pemohon merasa menderita lahir dan batin dan sudah tidak ada
harapan lagi untuk berumah tangga dengan Termohon dan Pemohon
meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan
bersama dan masa depan Pemohon dan Termohon, serta untuk
menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah
satu prinsip ajaran lIslam, sebagaimana kaidah Figh : Jlu __uall
“Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan” (As Suyuthy, Al Asybah
wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda
Nabi SAW yang berbunyi: ;1 0¥ Y “Tidak boleh membuat kerusakan
pada diri sendiri dan pada orang lain” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu
Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk
menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas menurut Pemohon,
permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon telah memenuhi
alasan perceraian sesuai UU No.1 tahun 1974 jo. PP No.9 tahun 1975 jo.
KHI pasal 116 yang berbunyi: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau
alasan-alasan: huruf [f] antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan
dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah
tangga”. Oleh karena itu sudah sepatutnya Ketua Majelis Hakim yang
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memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima permohonan Cerai
Pemohon dan mengabulkan permohonan Cerai Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili
perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
PRIMAIR
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i kepada Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Kabupaten Malang;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili
Kuasa Hukumnya telah nyata hadir menghadap ke persidangan, sedangkan
Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, berdasarkan
relaas panggilan Nomor 6477/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg, tanggal 18 Desember
2024 yang dibacakan di depan sidang telah dipanggil, dan ternyata
ketidakhadirannya dikarenakan Termohon tidak tinggal di alamat tersebut;

Bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon selain alamat
domisili Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon, kemudian
Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara cerai
gugatnya Nomor 6477/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon

adalah sebagaimana terurai diatas;
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Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon selain
alamat domisili Termohon yang tertera pada permohonan Pemohon, dan di
depan sidang Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut
perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah
sepakat bahwa pencabutan permohonannya Pemohon tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon di cabut, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi
peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73,
dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama serta Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala
biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor
6477/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp.288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada

hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21
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Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum dan Drs. A. BASHORI, M.A.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan
Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka
untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI
DJAYADANINGGAR, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh
Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum Drs. ABD. ROUF, M.H.
Hakim Anggota Il,

Drs. A. BASHORI, M.A.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR, M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 100.000,00
3. Penggandaan : Rp 30.000,00
3. Panggilan ‘Rp 18.000,00
4. PNBP :Rp 30.000,00
5. Redaksi :Rp 10.000,00
6. Meterai ‘Rp 10.000,00
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Jumlah :Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
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